
 

 
 
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA GUNUNGSITOLI 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI 

NOMOR  104 TAHUN 2025 

TENTANG 

STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI, 

 

Menimbang  : a. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Verifikasi 
Lapangan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri 
Instansional KPU Tahun 2025. 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 
Gunungsitoli tentang Standar Pelayanan Publik di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 
Gunungsitoli; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 



5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6832); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang 
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 

 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

GUNUNGSITOLI TENTANG STANDAR PELAYANAN 

PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA GUNUNGSITOLI. 

KESATU :  MenetapkanStandar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan 

Umum Kota Gunungsitoli  yang menjadi Lampiran 

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Gunungsitoli 

pada tanggal 19  September  2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA GUNUNGSITOLI, 
 

         ttd. 
 

CARDINAL PRANATAL MENDROFA 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA GUNUNGSITOLI 
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
 

 

 

Gestilinawati Zebua   



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA GUNUNGSITOLI 
NOMOR  104 TAHUN 2025 
TENTANG  STANDAR PELAYANAN PUBLIK 
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KOTA GUNUNGSITOLI 

 
STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA GUNUNGSITOLI 
 

NO KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT) 

1. Persyaratan 1 Surat Ketua KPU Kota Gunungsitoli 
kepada Partai Politik yang memperoleh 
kursi se-Kota Gunungsitoli; 

2 Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Calon 
Anggota DPRD Kota Gunungsitoli; 

3 Salinan Penetapan Perolehan Kursi 
Partai Politik Peserta Pemillihan   
Umum AnggotaDPRD Kota Gunungsitoli 
Tahun 2019. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1 Partai Politik mengajukan surat 
permohonan autentifikasi salinan 
Keputusan tentang Penetapan 
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan 
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan 
Perolehan Kursi Partai Politik. 

3. Jangka waktu pelayanan  3 (tiga) hari kerja 

4. Produk pelayanan Autentifikasi perolehan suara sah partai 
politik dalam bentuk hardcopy. 

5. Penanganan pengaduan, 
saran, dan 
masukan/apresiasi 

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi 
terhadap layanan pendidikan kepemiluan 

 
 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA GUNUNGSITOLI, 
 

    ttd. 

 

  CARDINAL PRANATAL MENDROFA 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA GUNUNGSITOLI 
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, 
 

 

 

Gestilinawati Zebua 


